Bahan Diskusi Seminar


ITEM-ITEM YANG AKAN DIBAHAS PADA TEMU WICARA

1. UMUM

	Topik
	:
	Antisipasi peraturan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit di milenium ke-3

	Misi
	:
	Tersedianya spektrum yang memadai dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang, dengan penggunaan yang efektif dan efisien, tanpa gangguan, sesuai peraturan interansional dan memenuhi kepentingan nasional.

	Visi
	:
	Pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit seoptimal mungkin yang berkualitas tinggi, tanpa interferensi, untuk mendukung pembangunan infrastruktur informasi nasional yang terjangkau oleh masyarakat, pada akhirnya mendukung pembangunan nasional.

	

	2. MANAJEMEN SPEKTRUM

	Manajemen spektrum
	:
	Kegiatan pengelolaan spektrum oleh regulator sebagai administrasi telekomunikasi nasional, untuk menjamin penggunaan spektrum sesuai peraturan interansional dan memenuhi kepentingan nasional.

	
	
	


Fungsi-fungsi manajemen spektrum :

1. Spectrum policy, planning and allocation

2. Assignment and licensing 

3. Standard, specification, and type approval

4. Monitoring and controlling

5. Internasional coordination

6. Consultation and liaison

7. Engineering support

8. Computer support

9. Legal and administrative support

3. DISKUSI KELOMPOK

Pada hari ke-dua, Rabu, 15 September 1999, diadakan diskusi kelompok yang mengidentifikasi lebih dalam permasalahan dan keinginan dari masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan di bidang spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

Terdapat 3 (tiga) kelompok diskusi, yaitu :

1. Penataan, perencanaan kebijakan dan alokasi spektrum  frekuensi radio dan orbit satelit

2. Perizinan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit

3. Monitoring, penegakan hukum dan perlindungan konsumen

Pada bagian berikut ini didefinisikan masalah-masalah dan hal-hal yang memerlukan masukan dan pandangan dari masyarakat sebagai bahan masukan pembuatan Peraturan Pemerintah.

KELOMPOK I 

PENATAAN, PERENCANAAN KEBIJAKAN DAN ALOKASI SPEKTRUM  FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT

A. MANAJEMEN SPEKTRUM 

Organisasi manajemen spektrum frekuensi nasional bertugas untuk membuat dan melaksanakan kebijakan dan rencana yang berhubungan dengan penggunaan spektrum radio, dengan memperhatikan faktor-faktor kemajuan teknologi, sosial, ekonomi dan politik. Kebijakan komunikasi radio nasional biasanya dihubungkan dengan pengembangan regulasi, karena regulasi secara umum mengikuti kebijakan dan perencanaan. Karena itu, sering menjadi fungsi utama dari unit kebijakan dan perencanaan untuk melaksanakan studi untuk menentukan kebutuhan komunikasi radio saat ini dan masa yang akan datang dari setiap negara.

Hasil utama dari kegiatan perencanaan dan kebijakan tersebut ialah alokasi pita frekuensi untuk bermacam dinas / servis radio. Penunjukan pita frekuensi untuk penggunaan tertentu menjadi langkah pertama untuk mempromosikan penggunaan spektrum. Dari keputusan alokasi spektrum, kemudian dilakukan peraturan teknik yang lain seperti standar, kriteria sharing, channelling plan (perencanaan kanal frekuensi), dan lain-lain.

Hal-hal yang perlu dibahas lebih mendalam adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan alokasi spektrum frekuensi dan orbit satelit.

2. Standar radio

3. Kriteria Sharing

4. Channeling Plan

5. Pengaturan Call Sign, Operator Radio, dll.

6. Mekanisme penggusuran frekuensi radio

7. Peranan industri jasa dan manufaktur dalam negeri

B. PENATAAN, PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN

Berikut ini beberapa item yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat di bidang penataan, perencanaan dan kebijakan alokasi spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, terutama regulator, operator dan pemasok sistem telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi.

1. Semua pihak harus berpegang teguh kepada prinsip yang tertera didalam pembukaan/preamble Radio Regulations, yaitu S0.2, S0.3, S0.4, untuk hal-hal antara lain seperti: 

a. Dalam mengantisipasi sistem telekomunikasi dengan teknologi baru yang menggunakan pita frekuensi yang telah dipergunakan oleh sistem telekomunikasi existing, baik terrestrial maupun satelit; Bila technical sharing pada pita frekuensi yang sama antara sistem tsb dgn sistem existing tidak dimungkinkan maka diperlukan masa transisi yang memadai waktunya bagi sistem existing guna memindahkan frekuensi yang dioperasikannya secara bertahap dan dgn skala prioritas tertentu ke pita frekuensi yang lain sepanjang masih tersedia; 

b. Dalam hal penggunaan spektrum frekuensi pada lokasi tertentu yang sementara waktu sifatnya (temporarily solution); Kata sementara perlu ditetapkan jangka waktunya dalam keputusan formal misalnya. Keputusan Dirjen Postel; 

c. Dalam hal kebutuhan pita frekuensi yang ”segera” bagi sistem telekomunikasi dengan teknologi baru dimana technical sharing pada pita frekuensi tsb dengan sistem telekomunikasi existing tidak dimungkinkan maka pita frekuensi yang diperlukan tersebut pada lokasi-lokasi tertentu perlu ”dibersihkan” secara bertahap dan dengan skala prioritas tertentu dengan beban biaya ditanggung oleh operator sistem telekomunikasi dengan teknologi baru tersebut; 

d. Dalam hal penetapan/pemilihan sistem telekomunikasi dgn teknologi baru setelah melalui kajian yang matang, mendalam dan komprehensif yang dilaksanakan oleh regulator bekerjasama dgn para operator sistem telekomunikasi existing dan pemasok sistem telekomunikasi; Perlu pula ditetapkan jangka waktu lamanya sistem tersebut dapat beroperasi guna mengantisipasi sistem telekomunikasi dgn teknologi yang akan datang yang lebih baik dari sistem telekomunikasi sebelumnya; 

2. Pengaturan, pengawasan dan penegakan hukum dari butir-butir tersebut di atas yang dituangkan dalam prosedur/tata-cara yang baku, cukup rinci dan dapat dilaksanakan dilapangan dengan efektif dan efisien perlu dirumuskan/dibuat disesuaikan dgn Undang-Undang Telekomunikasi no.3/1989 yang telah direvisi; 

3. Khusus mengenai tarif Biaya Hak Penggunaan (BHP) spektrum frekuensi yang merupakan salah satu unsur yang penting dalam pengembangan penyedia jaringan dan jasa dari sistem telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi perlu ditetapkan dengan optimal dalam arti di satu pihak dapat mendorong pengembangan penyedia jaringan dan jasa dgn wajar dan baik dengan kualitas pelayanan yang optimal kepada masyarakat penggunanya dan dilain pihak dapat memberikan pendapatan bukan pajak kepada negara yang cukup besar; 

4. Rumusan tersebut sebaiknya merupakan hasil koordinasi yang baik dgn pihak-pihak yang terkait seperti regulator, operator dan pemasok sistem telekomunikasi, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pengguna sistem telekomunikasi khususnya yang menggunakan spektrum frekuensi; 

5. Guna menunjang pelaksanaan dan pencapaian hasil yang baik dan optimal dari hal tsb di atas, perangkat keras dan lunak yang dioperasikan oleh sumber daya manusia yang terampil dan mampu bekerja dengan koordinasi yang baik dengan pihak yang terkait sangat diperlukan, disamping juga sosialisasi/pemasyarakatan yang merata, memadai dan seimbang/proporsional kepada pihak yang terkait, yang semuanya ini perlu didukung dana anggaran yang memadai dengan skala prioritas tertentu dan tahapan yang jelas; 

C.  KERJASAMA/KOORDINASI INTERNASIONAL 



Komunikasi radio mempunyai karakteristik khusus yaitu dapat merambat melampaui batas setiap negara. Perangkat navigasi telah distandardisasikan untuk memungkinkan pergerakan pesawat udara dan kapal laut di seluruh dunia. Transmisi sistem satelit memudahkan komunikasi ke seluruh dunia. Propagasi gelombang radio tidak dapat dibatasi oleh batas-batas politik. Selain itu kepentingan industri komunikasi radio masing-masing yang ingin merebut pasar di negara lain membutuhkan perjuangan di forum internasional. Karena alasan-alasan tersebut, kemampuan pengelola spektrum untuk berpartisipasi di forum internasional menjadi sangat penting.Kegiatan internasional termasuk yang dilakukan di dalam ITU, badan-badan internasional lainnya, dan pembicaraan bilateral antara negara-negara yang bertetangga dilakukan berdasarkan Radio Regulation ITU.

Hal-hal yang perlu dibahas lebih mendalam adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi Internasional, Ditjen Postel sebagai pelaksana dan wakil Administrasi Telekomunikasi di bidang spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, di forum bilateral, regional, maupun internasional.

2. Pendaftaran frekuensi ke I.T.U, frekuensi fixed services, mobile services, broadcasting services, maritime services, aeronautical services

KELOMPOK 2

PERIZINAN SPEKTRUM  FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT

A. PENGELOMPOKKAN PENGGUNA

Merujuk kepada Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pengelompokan pengguna spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dilakukan berdasarkan kepada jenis penyelenggaraan telekomunikasi, yaitu :

1. PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Contoh :

a. Penyelenggara jaringan teleponi (PSTN)

b. Penyelenggara jaringan telekomunikasi satelit 

c. Penyelenggara jaringan komunikasi paket data 

d. Penyelenggara jaringan VSAT 

e. Penyelenggara jaringan komunikasi bergerak selular

f. dll

2. PENYELENGGARA JASA TELEKOMUNIKASI

Contoh :

a. Penyelenggara jasa Intelligent Network (IN)

b. Penyelenggara jasa Value Added Services

c. Penyelenggara jasa internet

d. dll

3. PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI KHUSUS

a. Keperluan Sendiri (Closed User Group)

i. Perseorangan

1. Amatir Radio

2. Komunikasi Radio Antar Penduduk

ii. Instansi Pemerintah

1. Komunikasi Departemen

2. Komunikasi Pemerintah Daerah

iii. Dinas Khusus

1. Navigasi

2. Penerbangan

3. Maritim

4. Meteorologi

iv. Badan Hukum

1. BUMN

2. BUMD

3. BUMS

4. Koperasi

b. Keperluan Pertahanan Keamanan

c. Keperluan Penyiaran

i. TV Siaran

ii. Radio Siaran

iii. MMDS

iv. LMDS

Pengelompokkan pengguna spektrum frekuensi radio yang berdasarkan jenis penyelenggaraan telekomunikasi ini dapat dijadikan salah satu acuan pengelompokkan/jenis izin spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

B. HUBUNGAN ANTARA IZIN SPEKTRUM DENGAN IZIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI, IZIN PENYIARAN, DAN IZIN-IZIN LAINNYA

Bagaimana hubungan antara izin spektrum dengan izin penyelenggaraan telekomunikasi ? Bagaimana hubungan antara izin spektrum frekuensi radio dengan izin penyiaran ? Izin apa yang diperlukan terlebih dahulu ? Siapa yang mengeluarkan izin-izin tersebut, bila dikaitkan dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1998 mengenai Otonomi dan Wewenang Pemerintah Daerah ? Hal-hal ini dapat menjadi bahan diskusi yang sangat menarik.

Tentunya penyelenggaraan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit akan membutuhkan izin spektrum frekuensi radio.

Draft Proposal Mekanisme Perizinan adalah sebagai berikut :

1. Langkah Pertama 
: Pemohon mengajukan permohonan alokasi spektrum kepada Ditjen Postel, atau dapat pula Ditjen Postel menawarkan rencana alokasi spektrum tertentu kepada masyarakat.

2. Langkah ke-dua 
: Ditjen Postel akan memeriksa alokasi spektrum tersebut. Jika alokasi spektrum tersebut memungkinkan untuk digunakan, maka Ditjen Postel akan mengumumkan penggunaan alokasi spektrum tersebut (dilengkapi batasan dan kondisi eksisting) kepada masyarakat secara terbuka dengan batasan waktu tertentu. Jika dalam batasan waktu tersebut jumlah peminat lebih banyak daripada ketersediaan spektrum, maka Ditjen Postel merekomendasikan proses seleksi.

3. Langkah ke-tiga 
: Jika alokasi spektrum disetujui, pemohon mengajukan izin prinsip kepada Menteri terkait (Misalkan : Penyelenggaraan Jaringan/Jasa Telekomunikasi kepada Menteri Perhubungan, sedangkan Penyelenggaraan TV/Radio Siaran kepada Menteri Penerangan), dengan lampiran  keterangan persetujuan alokasi spektrum dari Ditjen Postel

4. Langkah ke-empat 
: Jika izin prinsip disetujui Menteri, pemohon diberi tenggang waktu tertentu untuk mengimplementasikan penyelenggaraan telekomunikasi. Selama waktu tersebut, pemohon mengajukan izin spektrum frekuensi radio dengan menggunakan perangkat yang telah “type-approved”.

5. Langkah ke-lima : Setelah membayar “entrance fee”, maka pemohon izin spektrum memperoleh izin frekuensi sementara. Izin frekuensi diberikan setelah perangkat tersebut beroperasi. Perpanjangan izin spektrum dilakukan setiap tahun dihitung sejak “entrance fee”, dengan cara membayar “annual fee”. Sedangkan lama izin spektrum dibatasi sesuai perjanjian/kondisi yang diinginkan.

6. Langkah ke-enam : Setelah izin spektrum dimiliki dan perangkat telah dioperasi, maka dilakukan “uji laik operasi (ULO)” dengan pemeriksaan administrative (seperti kelengkapan izin frekuensi dan penggunaan perangkat yang “type-approved”), dan juga pemeriksaan teknis terhadap fungsi-fungsi system telekomunikasi secara keseluruhan agar memenuhi standar mutu dan pelayanan yang telah ditentukan. 

7. Langkah ke-tujuh : Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemohon izin berhak mendapatkan izin operasional (penyelenggaraan) selambat-lambatnya dua minggu setelah uji laik operasi. 

Ketentuan-Ketentuan Lainnya :

1. Penyelenggara jaringan/jasa telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio dikenakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Jasa Telekomunikasi sebesar 1% dari pendapatan operasional dan BHP Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan penyelenggara telekomunikasi khusus dikenakan  BHP Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit saja.

2. Jika dalam masa operasinya tersebut, penyelenggara telekomunikasi tersebut di atas terlambat membayar BHP frekuensi, maka dikenakan tambahan denda sebesar 10% dari jumlah BHP frekuensi yang harus dibayarnya. Jika dalam waktu enam bulan tetap tidak membayar BHP frekuensi, maka izin operasionalnya dicabut.

Berikut ini suatu draft proposal hubungan izin spektrum dan izin penyelenggaraan telekomuikasi dengan Otonomi dan Wewenang Pemerintah Daerah :

1. Untuk system telekomunikasi local (yang tidak melampaui batas propinsi) , seperti : KRAP, Amatir, Radio Siaran FM dan AM lokal, TV local, penyelenggara jasa telekomunikasi PSTN local, (jika kompetisi sudah dibuka), radio paging local, dll, pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi dilimpahkan dari Menteri kepada Pemerintah Daerah.

2. Untuk system telekomunikasi yang melintasi antar propinsi dan/atau antar negara, seperti Komunikasi Radio HF, system satelit, penyelenggara SLJJ dan SLI, radio paging nasional, TV Nasional dll, pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi tetap dilakukan oleh Menteri.

3. Pemerintah Pusat membuat suatu buku panduan kebijakan dan perencanaan alokasi spektrum frekuensi nasional yang memberikan pedoman pita frekuensi mana yang dapat diberikan untuk izin penyelenggaran telekomunikasi local (intra propinsi), chanelling plan, database frekuensi di propinsi tersebut, daftar perangkat yang sudah type-approved, dll.

4. Untuk system telekomunikasi local tersebut, kewenangan pemberian izin spektrum, sepanjang cakupan frekuensinya tidak melebihi wilayah propinsinya, dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Demikian pula dengan “Uji Laik Operasi” seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

5. Untuk system telekomunikasi antar propinsi dan/atau internasional, pemberian izin spektrum tetap dilakukan oleh Menteri.

6. Pembagian hasil BHP Jastel dan BHP Frekuensi oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan Pemerintah tersendiri.

C. PERIZINAN SPEKTRUM

a. MEKANISME PENENTUAN / SELEKSI PEMBERIAN IZIN

1) Pertama Datang Pertama Dilayani (First Come First Served), atau;

2) Tender, atau;

3) Penawaran Berkompetisi (Competitive Bidding), atau;

4) Pelelangan (Auction), atau;

5) Undian

b. HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM

1) Masa berlaku izin 

1) Izin sementara

2) Sebulan

3) Setahun

4) Jangka waktu tertentu (Lebih dari setahun)

5) Selamanya

2) Tingkat kepastian izin

1) Sewaktu-waktu dapat dicabut (tidak ada kepastian)

2) Hanya dicabut, jika pengguna melanggar ketentuan yang berlaku, seperti : penggunaan spektrum yang tidak efisien, tidak membayar BHP frekuensi tepat pada waktunya, menggunakan frekuensi di luar izin yang diberikan, menggunakan power yang berlebihan dsb.

3) Pasti berlaku sampai masa izin selesai, jika izin diberikan pada jangka waktu tertentu.

4) Dalam jangka waktu masa berlaku, dapat diganti oleh pengguna baru yang akan memberikan kompensasi.

3) Hak penggunaan spektrum

1) Izin tidak dapat disewakan, dibeli atau dipindahtangankan.

2) Penyewaan izin spektrum oleh pengguna baru ke pemilik izin lama.

3) Pembelian izin spektrum oleh pengguna baru ke pemilik izin lama.

4) Setiap modifikasi izin, berarti izin baru lagi.

5) Hak spektrum yang fleksibel, modifikasi lokasi, perangkat, dll.

4) Hak dan kewajiban manajemen spektrum, minimal :

Administrasi Telekomunikasi / Regulator tetap berperan sebagai :

1. Penghubung dengan forum internasinal yang terkait dengan pengaturan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit;

2. Penanggung jawab koordinasi frekuensi untuk menghindari dan meminimalkan interferensi terhadap seluruh sinyal radio yang berasal dari teritorinya.

3. Memenuhi kewajiban terhadap persetujuan dan perjanjian internasional (seperti Konstitusi ITU) 

4. Mempunyai hak untuk mengambil kembali spectrum sebelum izin berakhir, jika harus dilakukan, seperti terdapat permintaan dari sebuah perjanjian internasional untuk memindahkan spektrum pada regional atau global basis. 

D. BIAYA PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI

c. Tujuan pengenaan tarif/biaya penggunaan spektrum

1) Pendapatan Negara Non Pajak

2) Pendanaan manajemen spektrum

3) Pemberian insentif kepada pengguna spektrum yang efisien, pengguna band frekuensi yang tidak padat, pengguna frekuensi di pedesaan / lokasi terpencil, kepentingan sosial, dll.

4) Mengurangi kepadatan pengguna spektrum di band tertentu dan lokasi tertentu.

5) Mendorong penggunaan spektrum yang efisien.

6) Mendanai riset dan pengembangan spectrum engineering, seperti studi sharing, mencari frekuensi baru yang belum dieksploitasi, penghentian interferensi, dll.

d. Pendanaan manajemen spektrum 

1) APBN, atau;

2) Sebagian atau seluruh pendapatan BHP spektrum frekuensi, atau;

3) Kombinasi

e. Formula tarif berdasarkan :

1) Parameter : kanal suara ekivalen (struktur tariff BHP frekuensi saat ini)

2) Parameter : bandwidth, lokasi, power, band frekuensi, kepadatan penggunaan, eksklusivitas, tujuan penggunaan, dll (struktur tariff BHP frekuensi yang sedang diajukan).

f. Pengenaan tarif

1) Pentarifan secara administrative (seperti saat ini, biaya pendaftaran masuk, pembayaran izin secara berkala (biaya tahunan), dll)

2) Pelelangan

KELOMPOK 3 

MONITORING, PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. MONITORING

Monitoring yang dimaksud di sini bukan memonitor isi/informasi telekomunikasi (karena bertentangan dengan UU No.36 tahun 1999 pasal 40 mengenai penyadapan). Monitoring spektrum frekuensi radio di sini adalah mengukur parameter teknis dari pengguna spektrum frekuensi radio dan orbit satelit di Indonesia. Monitoring spektrum dapat pula dilakukan secara “off-line” dengan menganalisa dan mengevaluasi data pengguna spektrum. 

Tujuan dari monitoring spektrum frekuensi ini adalah mengetahui apakah penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sesuai dengan izin yang diberikan, mencari sumber gangguan frekuensi radio, memastikan penggunaan spektrum yang efisien, melakukan penelitian pita frekuensi yang masih dapat digunakan, dll.

B. PENEGAKAN HUKUM

a. Pelanggaran

1) Pelanggaran teknis

1) Beroperasi di luar alokasinya

2) Menggunakan frekuensi lain

3) Melebihi daya yang ditetapkan

4) Mengganti perangkat tanpa izin/pemberitahuan

5) Memindahkan lokasi

2) Pelanggaran administratif

1) Tidak berizin

2) Berizin, tetapi tidak membayar BHP frekuensi radio

b. Sanksi (Acuan UU No.36 Tahun 1999)

1) …kurungan

2) ….denda

c. Pembinaan masyarakat

1) Penyuluhan

2) Konsultasi

3) Penertiban dan penindakan gangguan frekuensi

C. PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pertama, kita mengacu kepada hak-hak konsumen terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, sbb :

1. Sesuai pasal 42 UU No.36 tahun 1999, bahwa konsumen berhak untuk dilindungi kerahasiaan informasi yang dikirim dan/atau diterimanya yang melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara telekomunikasi, kecuali untuk proses penyidikan pidana atau diminta oleh Jaksa Agung.

2. Konsumen berhak mendapatkan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi jika memerlukannya dari penyelenggara telekomunikasi.

3. Konsumen berhak menggunakan/memilih jaringan telekomunikasi untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.

4. Konsumen berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelanggara telekomunikasi atas kesalahan dan/atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian.

5. Konsumen berhak mendapatkan layanan yang memuaskan sesuai dengan perjanjian jual beli yang dijanjikan oleh penyelenggara telekomunikasi.

Kedua, sekarang jika dianggap bahwa konsumen adalah pengguna spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, sedangkan Ditjen Postel (Regulator) diasumsikan sebagai penyelenggara telekomunikasi, maka terdapat hak-hak konsumen sebagai berikut :

1. Berhak mendapatkan izin dengan tata cara sederhana; 

2. Berhak mendapatkan proses izin yang transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta; 

3. Berhak mendapatkan penyelesaian dalam waktu singkat;

4. Berhak mendapatkan perlindungan/proteksi dari gangguan frekuensi (jika sudah memiliki izin);

Ketiga, masalah perlindungan konsumen lain yang menarik adalah kontinuitas pelayanan dalam kasus suatu penyelenggara telekomunikasi yang telah memiliki pelanggan, tetapi gagal membayar BHP frekuensi atau BHP jasa telekomunikasi, ataupun melanggar ketentuan lainnya, sehingga operasinya harus segera dihentikan. Atas tanggungan siapakah kerugian yang dialami oleh konsumen penyelenggara telekomunikasi akibat kasus tersebut di atas ? 

Hal ini penting untuk dibahas, mengingat selalu saja alasan-alasan dari penunggak BHP frekuensi selama ini adalah karena mereka melayani kepentingan publik, sehingga jika layanannya diputus atau perangkatnya harus dihentikan operasinya, maka pelayanan kepada publik/konsumen akan terhenti. Harus segera dibentuk suatu mekanisme perlindungan konsumen dalam kasus ini.

JAKARTA, 13 SEPTEMBER 1999

A.N. TIM MATERI

DENNY SETIAWAN
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